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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Organisasi

1. Pengertian Organisasi

Istilah organisasi berasal dari bahasa Inggris, organization. Syamsi (1994:13)

menyatakan bahwa organisasi dapat diartikan dua macam, yaitu: (1) Dalam arti

statis, organisasi sebagai wadah kerja sama sekelompok orang yang bekerja sama

untuk mencapai tujuan tertentu; (2) Dalam arti dinamis, organisasi sebagai suatu

sistem atau kegiatan sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan menurut Robbins dalam Ndraha (2011:235), organisasi adalah

kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan

yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus

untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Organisasi

menurut Handayaningrat (1985:42) adalah wadah (wahana) kegiatan daripada

orang-orang yang bekerja sama dalam usahanya mencapai tujuan. Dalam wadah

kegiatan tersebut, setiap orang harus jelas tugas, wewenang dan tanggung

jawabnya, hubungan dan tata kerjanya. Sedangkan menurut Hardjito (1997:5),

organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, yang

memungkinkan anggota mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai melalui

tindakan individu secara terpisah.
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Dari pengertian yang disebutkan para ahli, dapat disimpulkan bahwa organisasi

adalah suatu wadah yang terdiri dari orang-orang yang bekerja sama dalam

usahanya sehingga maksud dan tujuan dari sekelompok orang tersebut dapat

tercapai.

2. Ciri-Ciri dan Unsur Organisasi

Ciri-ciri organisasi menurut Handayaningrat (1985:43), yaitu:

a. Adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal.

b. Adanya kegiatan yang berbeda-beda tetapi satu sama lain saling berkaitan

(interdependent part) yang merupakan kesatuan usaha/kegiatan.

c. Tiap-tiap anggota memberikan sumbangan usahanya/tenaganya.

d. Adanya kewenangan, koordinasi, dan pengawasan.

e. Adanya suatu tujuan (the idea of goals).

Sedangkan ciri-ciri organisasi menurut Hardjito (1997:12), yaitu:

a. Adanya sekelompok orang.

b. Antar hubungan.

c. Kerja sama yang didasarkan atas hak, kewajiban, dan tanggung jawab

masing-masing orang untuk mencapai tujuan.

Unsur-unsur organisasi menurut Wursanto (2003:54) terdiri dari:

a. Man (orang-orang), dalam kehidupan organisasi sering disebut dengan istilah

pegawai atau personil.
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b. Kerja sama, maksudnya adalah suatu perbuatan bantu membantu atau suatu

perbuatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama.

c. Tujuan bersama, merupakan arah atau sasaran yang ingin dicapai dan juga

menggambarkan apa yang harus dicapai melalui prosedur, program, pola

(network), kebijaksanaan (policy), strategi, anggaran (budgeting), dan

peraturan-peraturan (regulation) yang telah ditetapkan.

d. Peralatan (equipment), terdiri dari semua sarana yang berupa materi, mesin-

mesin, uang, dan barang modal lainnya (tanah, gedung/ bangunan/kantor).

e. Lingkungan (environment)

f. Kekayaan alam, misalnya keadaan iklim, udara, air, cuaca, flora, dan fauna.

g. Kerangka atau konstruksi mental organisasi, berupa prinsip-prinsip

organisasi.

3. Prinsip Organisasi

Prinsip-prinsip organisasi sering disebut dengan azas-azas organisasi.  Prinsip atau

azas merupakan dasar, pondasi, atau suatu kebenaran yang menjadi pokok atau

tumpuan berpikir. Prinsip-prinsip organisasi adalah pondasi yang menjadi pokok

dasar atau yang menjadi pangkal-tolak di dalam menggerakkan organisasi. Oleh

karena itu, organisasi dibangun dan digerakkan diatas pondasi yang berupa prinsip

organisasi, dan setiap prinsip mengandung suatu kebenaran, sehingga tercapai

atau tidaknya tujuan organisasi tergantung pada kemampuan pimpinan organisasi

dalam melaksanakan prinsip organisasi. Adapun prinsip organisasi yang

dikemukakan Wursanto (2003:219), yaitu:
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a. Mempunyai tujuan yang jelas

Tujuan merupakan sesuatu atau sasaran yang hendak dicapai. Karena tujuan

yang hendak dicapai adalah tujuan organisasi maka tujuan tersebut harus

dicapai melalui kerjasama sekelompok orang dimana tujuan tersebut harus

dirumuskan dan ditetapkan dengan jelas.

b. Mempunyai kesatuan perintah

Maksud dari prinsip ini adalah bahwa setiap pegawai dalam organisasi

hendaknya mempunyai atasan langsung. Hal ini berarti setiap bawahan hanya

dapat diperintah secara langsung oleh satu orang atasan sehingga seorang

bawahan bertanggung jawab langsung kepada seorang atasannya langsung.

c. Ada keseimbangan

Organisasi selalu membutuhkan keseimbangan. Prinsip keseimbangan di

dalam organisasi dapat dibedakan beberapa macam, misalnya keseimbangan

antara sentralisasi dan desentralisasi kewenangan, keseimbangan antara

wewenang dan tanggung jawab, keseimbangan antara pengeluaran dan

penerimaan, dan kerugian yang di derita oleh suatu unit harus diimbangi

dengan keuntungan yang diperoleh dari unit-unit lain.

d. Ada pendistribusian pekerjaan

Prinsip pendistribusian pekerjaan disebut juga prinsip pembagian tugas.

Prinsip sebagian pekerjaan secara homogen (distribution of work) adalah

mengelompokkan tugas atau pekerjaan yang sejenis atau yang erat

hubungannya menjadi satu unit tersendiri. Jadi dalam pembagian tugas,

macam-macam tugas dalam organisasi dibagi-bagi menjadi sedemikian rupa

agar dapat dilaksanakan oleh satuan unit tertentu atau pejabat tertentu.
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e. Ada rentangan pengawasan

Rentangan pengawasan adalah seberapa jauh kemampuan seorang pemimpin

mampu mengawasi para bawahannya secara cepat dan tepat.

f. Ada pelimpahan wewenang

Pelimpahan wewenang berarti penyerahan sebagian kekuasaan dari seorang

atasan kepada pejabat bawahan atau kepada pejabat lain untuk melakukan

suatu pertanggungjawaban. Jadi, pelimpahan belum tentu mengalir dari

seorang atasan kepada bawahan, tetapi dapat juga terjadi dari seorang atasan

kepada pejabat yang setingkat

g. Ada departementalisasi

Prinsip departementalisasi disebut juga dengan istilah departementasi.

Departementasi adalah proses penggabungan pekerjaan ke dalam kelompok

pekerjaan yang sejenis. Setiap fungsi merupakan tugas dan tanggung jawab

dari suatu unit tertentu dalam organisasi.

h. Ada penempatan pegawai yang tepat

Salah satu prinsip bidang kepegawaian adalah the right man in the right

place, yang berarti orang yang baik ditempatkan pada tempat yang tepat atau

penempatan seorang pegawai harus sesuai dengan keahliannya.

i. Ada koordinasi

Koordinasi adalah suatu usaha untuk mendapatkan keselarasan gerak,

keselarasan aktivitas, dan keselarasan tugas antar satuan organisasi yang ada

di dalam organisasi. Tujuan organisasi akan tercapai secara efektif apabila

semua orang, semua pejabat, dan semua unit/satuan organisasi serta semua

sumber daya diselaraskan dengan tujuan organisasi.
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j. Ada balas jasa yang memuaskan

Balas jasa adalah imbalan yang diberikan kepada seorang atas jerih payah

yang telah disumbangkannya. Untuk memberikan balas jasa yang

memuaskan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya dengan gaji

yang menarik dan dengan pemberian jaminan sosial.

Syamsi (1994:14) mengemukakan prinsip organisasi antara lain:

a. Perumusan tujuan dengan jelas (formulation of the objectives)

Setelah tujuan ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah merumuskan

tujuan tersebut dengan rinci dan jelas, termasuk juga jelas batas-batasnya.

Perumusan tujuan tersebut dalam prakteknya dijabarkan dalam tugas pokok.

b. Pembagian tugas pekerjaan (division of works)

Adanya pembagian kerja bisa membantu dalam memperingan tugas

koordinasi dimana pembagian tugas kerja ini dapat melancarkan pengawasan

dan juga menghemat biaya.

c. Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab (delegation of authorithy and

responsibility)

Untuk dapat menjalankan tugas dengan baik, maka para petugas atau pejabat

harus dilimpahi wewenang. Sebagai konsekuensi itu harus disertai

pertanggungjawaban yang sepadan. Wewenang yang dilimpahkan itu

meliputi wewenang untuk menjalankan tugasnya, wewenang untuk

memerintah bawahannya dan wewenang untuk menggunakan fasilitas yang

dibutuhkan.
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d. Banyaknya tingkat hierarkis (level of hierarchy)

Yang dimaksud dengan tingkatan hierarki disini adalah banyaknya tingkatan

unit kerja dalam suatu organisasi. Sebaiknya jangan terlalu banyak karena

perintah dari pucuk pimpinan harus sampai juga pada unit kerja yang paling

bawah.

e. Rentangan pengawasan (span of control)

Yang dimaksud dengan rentangan pengendalian adalah banyaknya bawahan

yang sebaiknya masih bisa diawasi dengan baik.

f. Memahami akan tugas masing-masing dan kaitan tugas secara keseluruhan

(understanding by the individual of his own task and the task of the whole)

Masing-masing unit kerja memang mempunyain tugas tertentu. Namun,

jangan sampai merasa bahwa unit kerjanya saja yang paling penting

sedangkan unit kerja lainnya hanya dianggap sebagai pelengkap saja.

Dari pendapat para ahli, prinsip-prinsip organisasi yang digunakan sebagai dasar

organisasi untuk membangun dan menggerakkan organisasi yang kompleks

diharapkan dapat berjalan dengan baik dimana tercapai atau tidaknya tujuan

organisasi tergantung pada kemampuan pimpinan organisasi dalam melaksanakan

prinsip organisasi.

4. Macam, Bentuk, dan Tipe Organisasi

Organisasi terdapat beberapa macam tergantung dari segi pandangannya, seperti

yang dikemukakan Wursanto (2003:61) yang membagi beberapa macam

organisasi yang dilihat dari berbagai segi, yaitu dari:
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a. Segi jumlah pucuk pimpinan

Dari segi jumlah pucuk pimpinan, organisasi dibedakan menjadi:

1) Organisasi tunggal (single organization)

Dinamakan organisasi tunggal apabila pucuk pimpinan organisasi itu ada

di tangan satu orang.

2) Organisasi jamak (plural organization atau plural executive organization)

Dinamakan organisasi jamak apabila pucuk pimpinan organisasi tersebut

berada di tangan beberapa orang. Beberapa orang pimpinan tersebut

merupakan suatu kesatuan.

b. Segi keresmian

Menurut keresmiannya, organisasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1) Organisasi formal (formal organization)

Dikatakan organisasi formal apabila kegiatan yang dilakukan oleh

beberapa orang yang tergabung dalam suatu kelompok secara sadar

dikoordinasikan guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, sehingga

orang-orang yang tergabung dalam kelompok itu mempunyai struktur

yang jelas. Atruktur menunjukkan suatu aliran hubungan yang

menggambarkan wewenang, kekuasaan, dan tanggung jawab. Hubungan

formal biasanya telah tergambar dalam bagan organisasi atau struktur

organisasi.

2) Organisasi informal (informal organization)

Organisasi informal adalah organisasi yang disusun secara bebas dan

spontan dan keanggotaannya disusun secara sadar atau secara tidak sadar,

dimana dan kapan seseorang menjadi anggota sulit ditemukan. Dalam
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organisasi informal tidak ada perincian secara tegas tentang tujuan

organisasi. Biasanya organisasi informal bersifat sementara karena

pembentukannya tidak direncanakan atas rencana matang yang dan jelas.

c. Segi tujuan

Dari segi tujuan yang hendak dicapai, organisasi dibedakan menjadi dua

macam, yaitu:

1) Organisasi niaga atau organisasi ekonomi

Organisasi niaga atau organisasi ekonomi adalah organisasi yang tujuan

utamanya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Organisasi

niaga dibedakan menjadi organisasi niaga swasta dan organisasi niaga

pemerintah.

2) Organisasi sosial atau organisasi kemasyarakatan

Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota

masyarakat Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan,

profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan

nasional.

d. Segi luas wilayah

Menurut luas wilayahnya, organisasi dapat dibedakan menjadi empat macam,

yaitu:

1) Organisasi daerah (local organization)

Organisasi daerah adalah organisasi yang luas wilayahnya meliputi suatu

wilayah atau daerah tertentu.
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2) Organisasi nasional (national organization)

Organisasi nasional adalah organisasi yang luas wilayahnya meliputi

seluruh wilayah dalam suatu negara.

3) Organisasi regional (regional organization)

Organisasi regional adakah organisasi yang luas wilayahnya meliputi

beberapa negara tertentu saja.

4) Organisasi internasional (international organization)

Organisasi internasional adalah organisasi yang anggota-anggotanya

meliputi negara-negara di dunia.

e. Segi bentuk

Menurut bentuknya, organisasi dibedakan menjadi:

1) Organisasi staf (staff organization)

2) Organisasi garis (line organization)

3) Organisasi fungsional (functional organization)

4) Organisasi staf dan garis (line and staff organization)

5) Organisasi garis dan fungsional (line and functional organization)

6) Organisasi fungsional dan staf (functional and staff organization)

7) Organisasi garis, fungsional, dan staf (line, functional, and staff

organization)

8) Organisasi panitia (committee organization)

f. Segi tipe

Menurut tipenya, organisasi dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

1) Organisasi dengan tipe piramid mendatar

2) Organisasi dengan tipe piramid terbalik
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3) Organisasi dengan tipe kerucut

Pengertian bentuk organisasi sering disamakan dengan macam organisasi, padahal

keduanya berbeda. Bentuk organisasi memandang dari segi tata hubungan,

wewenang, dan tanggung jawab yang ada dalam suatu organisasi. Dengan

demikian, Wursanto (2003:81) menyatakan bahwa terdapat berbagai macam

bentuk organisasi antara lain:

1) Bentuk organisasi staff (staff organization)

Dalam organisasi staf hanya terdapat pucuk pimpinan dan staf yang

memberikan bantua pemikiran berupa saran atau nasihat kepada pucuk

pimpinan. Oleh karena itu, dalam organisasi staf tidak ada garis komando

kebawah karena tidak ada pejabat pimpinan lini.

2) Bentuk organisasi lini (line organization)

Bentuk organisasi lini adalah suatu bentuk organisasi dimana pucuk pimpinan

dipandang sebagai sumber kekuasaan tunggal. Segala ketentuan, keputusan,

atau segala kebijaksanaan ada di tangan satu orang, yaitu pucuk pimpinan.

3) Bentuk organisasi fungsional (functional organization)

Organisasi fungsional disusun berdasarkan sifat dan macam-macam fungsi

sesuai dengan kepentingan organisasi. Tiap-tiap fungsi saling berhubungan

karena antara satu fungsi dengan lainnya saling bergantung. Dengan

demikian, wewenang dalam organisasi fungsional dilimpahkan oleh pucuk

pimpinan kepada unit-unit (satuan organisasi) dibawahnya atas dasar fungsi,

dan pimpinan dari tiap unit berhak untuk memerintah kepada semua
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pelaksana yang ada dibawahnya sepanjang menyangkut tugas masing-

masing.

4) Bentuk organisasi staf dan garis (line and staff organization)

Bentuk ini merupakan perpaduan antara dua bentuk organisasi, yaitu

organisasi lini dan organisasi staf. Wewenang diserahkan dari pucuk

pimpinan kepada unit-unit organisasi yang ada dibawahnya dalam semua

bidang pekerjaan dan di bawah pucuk pimpinan ditempatkan staf. Staf ini

tidak mempunyai wewenang lini atau garis (wewenang komando) ke bawah.

Staf berfungsi hanya sebagai pemberi nasihat, pemberi pertimbangan sesuai

bidang keahliannya.

5) Bentuk organisasi garis dan fungsional (line and functional organization)

Merupakan perpaduan antara organisasi fungsional dan organisasi lini/garis.

Wewenang dari pucuk pimpinan dilimpahkan kepada unit-unit organisasi

yang ada dibawahnya dalam bidang-bidang pekerjaan tertentu sesuai

kebutuhan organisasi. Masing-masing pimpinan dari setiap unit berhak

memerintah semua satuan pelaksana yang ada sepanjang menyangkut bidang

tugas masng-masing. Setiap satuan pelaksana mempunyai wewenang dalam

semua bidang pekerjaan.

6) Bentuk organisasi garis, fungsional, dan staf

Bentuk organisasi garis, fungsional, dan staf adalah suatu organisasi yang

merupakan perpaduan dari tiga bentuk organisasi, yaitu organisasi

fungsional, organisasi lini, dan organisasi staf. Bentuk organisasi lini,

fungsional, dan staf adalah organisasi dimana wewenang dari pucuk

pimpinan dilimpahkan kepada unit-unit organisasi yang ada dibawahnya
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dalam bidang-bidang pekerjaan tertentu sesuai kebutuhan organisasi. Masing-

masing pimpinan dari setiap unit berhak memerintah semua satuan pelaksana

sepanjang menyangkut tugas masing-masing. Setiap satuan pelaksana

mempunyai wewenang dalam bidang pekerjaannya, dan di bawah pucuk

pimpinan ditempatkan staf sebagai pembantu atau sebagai penasihat

pimpinan. Jadi pada dasarnya sama dengan bentuk organisasi fungsional dan

lini, hanya di bawah pucuk pimpinan ditempatkan staf sebagai pembantu atau

sebagai nasihat.

7) Bentuk organisasi panitia (committee organization)

Bentuk organisasi panitia yaitu apabila kegiatan itu dilakukan kelompok

sementara yang terdiri daripada orang-orang yang memiliki keahlian tertentu.

B. Tinjauan Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Management berasal dari kata to manage yang berarti mengatur. Dalam hal

mengatur akan timbul masalah, proses, dan pertanyaan tentang apa yang diatur,

siapa yang mengatur, mengapa harus diatur, dan apa tujuan pengaturan tersebut.

Manajemen juga menganalisa, menetapkan tujuan/sasaran serta menderteminasi

tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban secara baik, efektif, dan efisien (Hasibuan,

1986:2). Pengertian manajemen menurut George R. Terry dalam Syamsi

(1994:59) adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan

pengendalian yang dilakukan untuk menetapkan dan mencapai tujuan dengan

menggunakan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Aktivitas

tersebut dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan sebelumnya
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dan pelaksanaan berlangsung dengan bantuan manusia dengan sumber daya

lainnya. Untuk mencapai suatu sasaran terdapat adanya keharusan berupa

dipersatukannya sumber-sumber dasar yang tersedia yang lebih dikenal dengan

sebutan 6M, yaitu pria dan wanita (Men), bahan-bahan (Materials), mesin-mesin

(Machines), metode (Methods), uang (Money), dan pasar (Market) (Terry,

1986:3).

Pengertian manajemen menurut Hasibuan (1986:5) adalah proses yang sistematis,

terkoordinasi, dan koperatif dalam usaha-usaha memafaatkan sumber daya

manusia dan sumber-sumber lainnya. Sedangkan menurut Siagian dalam

Hasibuan (1986:5), manajemen adalah kemampuan dan keterampilan untuk

memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-

kegiatan orang lain.

Melihat dari beberapa ahli menyebutkan pengertian manajemen sebelumnya,

maka manajemen merupakan sebuah proses yang memanfaatkan sumber daya

manusia dan sumber daya lainnya dengan kemampuan dan keterampilan untuk

mencapai tujuan.

2. Fungsi Manajemen

Mempelajari manajemen juga harus mempelajari fungsi-fungsi manajemen.

Fungsi manajemen pada hakikatnya merupakan tugas pokok yang harus

dijalankan pimpinan dalam organisasi apapun (Syamsi, 1994:60). Terry

menyatakan bahwa fungsi-fungsi manajemen yang dikenal dengan singkatan

POAC (1986:37) meliputi:
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a. Planning (Perencanaan) berarti tindakan mendeterminasi sasaran-sasaran dan

arah tindakan yang diikuti.

b. Organizing (Pengorganisasian) adalah tindakan mendistribusi pekerjaan

antara kelompok yang ada dan menetapkan dan memerinci hubungan-

hubungan yang diperlukan.

c. Actuating (Menggerakkan) berarti merangsang anggota anggota kelompok

untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dengan kemauan baik dan secara

antusias.

d. Controlling (Mengawasi) berarti mengawasi aktivitas-aktivitas agar sesuai

dengan rencana-rencana.

Adapun fungsi manajemen menurut beberapa ahli pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Fungsi-Fungsi Manajemen menurut Para Ahli

G. R. Terry John F. Mee
Louis
Allen

Mc. Namara John D. Millet
Lyndall F.

Urwick
1. Planning Planning Leading Planning Directing Forecasting
2. Organizing Organizing Planning Programming Facilitating Planning
3. Actuating Motivating Organizing Budgeting --- Organizing
4. Controlling Controlling Controlling System --- Commanding
5. --- --- --- --- --- Coordinating
6. --- --- --- --- --- Controlling

Henry Fayol

Harold
Koontz &

Cyril
O'Donnell

S. P.
Siagian

Prof. Drs.Oey
Ling Lee

W. H.
Newman

Luther
Gullick

1. Planning Planning Planning Perencanaan Planning Planning
2. Organizing Organizing Organizing Pengorganisasian Organizing Organizing
3.
Commanding

Staffing Motivating Pengarahan
Assembling
Resources

Staffing

4.
Coordinating

Directing Controlling Pengkoordinasian Directing Directing

5. Controlling Controlling Evaluating Pengontrolan Controlling Coordinating
6. --- --- --- --- --- Reporting

Sumber: Hasibuan (1986:26)
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Robert Tanembaum dalam Hasibuan (1986:27) mengemukakan bahwa pembagian

fungsi manajemen oleh para ahli tidak sama karena:

a. Kompleksnya perusahaan karena jumlahnya sangat besar, maupun karena

perkembangan lapangan usaha dan organisasi yang berbeda-beda.

b. Tidak adanya persamaan terminologi diantara ratusan pengarang menyangkut

konsep yang sama.

c. Pemakaian kata-kata tanpa memperhatikan dengan serius arti dan nilainya.

d. Oleh masing-masing pengarang kurang diuraikan fungsi-fungsi manajemen

lainnya.

e. Kadang-kadang diselipkan soal teknik, kemahiran diantara fungsi-fungsi

manajer.

f. Mencampuradukkan fungsi dan proses.

g. Deskripsi fungsi-fungsi sangat subyektif.

h. Mencampuradukkan fungsi dan kegiatan pekerjaan.

Agar manajemen pada organisasi dengan mudah mencapai tujuannya secara

efektif, efisien, dan rasioanl, maka seorang pimpinan organisasi harus mampu

menjalankan fungsi-fungsi manajemen (Torang, 2014: 166). Sehingga fungsi

manajemen sangat diperlukan dalam organisasi.

C. Tinjauan Koordinasi

1. Pengertian Koordinasi

Pengertian koordinasi menurut Usman (2013:488) adalah proses

mengintegrasikan (memadukan), menyinkronisasikan, dan menyederhanakan
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pelaksanaan tugas yang terpisah-pisah secara terus-menerus untuk mencapai

tujuan secara efektif dan efisien. Koordinasi merupakan bagian terpenting di

antara anggota-anggota atau unit-unit organisasi yang pekerjaannya saling

bergantung. Dimana semakin banyak pekerjaan individu-individu atau unit-unit

yang berlainan tapi erat hubungannya sehingga kemungkinan besar terjadi

masalah-masalah koordinasi. Koordinasi sangat diperlukan dalam suatu organisasi

untuk mencapai tujuan organisasi tersebut sehingga akan terjadi negosiasi agar

mendapatkan kesepakatan. Beberapa ahli memberikan pengertian tentang

koordinasi.

Menurut Ndraha (2011:291) :

Koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara
mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa
sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada
pencapain suatu tujuan yang telah ditetapkan dan di sisi lain keberhasilan
yang satu tidak merusak keberhasilan yang lain.

Handayaningrat (1985: 88) memberikan pengertian tentang koordinasi.

Koordinasi adalah usaha penyesuaian dari bagian yang berbeda-beda, agar
kegiatan dari bagian-bagian itu dapat selesai tepat pada waktunya, sehingga
masing-masing anggota dapat memberikan sumbangan usahanya secara
maksimal, agar diperoeh hasil secara keseluruhan.

Sedangkan Wursanto mengatakan:

Koordinasi adalah kegiatan pengaturan usaha sekelompok orang secara
terarah dan teratur untuk menciptakan kesatuan gerak/tindakan dalam usaha
mencapai tujuan organisasi (Wursanto, 2003: 251).

Melihat dari beberapa ahli yang menyebutkan pengertian kordinasi sebelumnya,

maka koordinasi merupakan hal yang penting karena koordinasi adalah proses

mempersatukan atau menyelaraskan suatu pekerjaan dari suatu bagian dengan

tugas bagian lain agar kesimpangsiuran tidak terjadi. Dengan kurangnya

koordinasi dapat mengakibatkan kerugian bagi organisasi.
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Torang (2014:182) menyatakan bahwa proses manajemen akan berjalan sempurna

dan efektif apabila koordinasi diimplementasikan khusus pada dimensi organizing

dan actuating. Berikut ini skema yang menggambarkan hubungan antara proses

manajemen dengan koordinasi.

Bagan 2.1 Internal Coordinating of an Enterprise (Terry)

Sumber: Torang (2014:182)

Skema tersebut menggambarkan hubungan antara manajemen proses dengan

koordinasi. Pada kotak tengah menggambarkan bahwa manusia (men), uang

(money), pasar (markets), dan metode (methods) tidak akan dapat mencapai tujuan

organisasinya tanpa menjalankan fungsi manajemen (planning, organizing,

actuating, dan controlling) serta melakukan koordinasi baik secara internal

maupun eksternal.

a. Perencanaan (Planning) dan Koordinasi (Coordination)

Menurut Terry dalam Torang (2014:183), pengaruh perencanaan sangat signifikan

terhadap koordinasi. Hal ini berarti sebuah rencana haruslah terinterelasi dan di

desain bersama. Oleh sebab itu, koordinasi menjadi sangat penting.
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b. Pengaturan (Organizing) dan Koordinasi (Coordination)

Sangat sulit untuk tidak melakukan koordinasi dalam mengimplementasikan

organizing sebagai salah satu fungsi manajemen. Terry dalam Torang (2014:183)

menjelaskan bahwa organizing has a profound effect upon coordination because

where the component activities are assigned regulates the amount and extend of

co-ordination they will receive. A manager with three subordinates reporting to

him is logically expected to maintain co-ordination among their efforts. Pendapat

Terry tersebut mengindikasi bahwa manajemen hanya dapat efektif melalui

koordinasi dan atau keberhasilan organizing dalam sebuah organisasi ditentukan

oleh coordination.

c. Pelaksanaan (Actuating) dan Koordinasi (Coordination)

Dalam actuating pelaksanaan tipe dan fungsi kepemimpinan (leadership function),

pengawasan, dan instruksi merupakan bentuk coordination yang sangat

signifikan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Terry dalam Torang (2014:183)

yang menjelaskan bahwa by employing variations in the intensities of the many

different actuating forces, a manager helps to achieve coordination.

d. Pengawasan (Controlling) dan Koordinasi (Coordination)

Menurut Terry dalam Torang (2014:184), controlling memiliki hubungan

langsung dengan coordination terhadap evaluasi kemajuan pekerjaan. Hal tersebut

membantu mensinkronkan setiap usaha, sehingga tujuan organisasi yang telah

ditentukan dapat dicapai.
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2. Ciri-Ciri Koordinasi

Ciri-ciri koordinasi menurut Handayaningrat (1985:89), yaitu:

a. Bahwa tanggung jawab koordinasi adalah terletak pada pimpinan. Oleh

karena itu, koordinasi adalah merupakan tugas pimpinan. Koordinasi sering

dicampur-adukkan dengan kata kooperasi yang sebenarnya mempunyai arti

yang berbeda. Sekalipun demikian pimpinan tidak mungkin mengadakan

koordinasi apabila mereka tidak melakukan kerjasama. Oleh karena itu, maka

kerjasama merupakan suatu syarat yang sangat penting dalam membantu

pelaksanaan koordinasi.

b. Adanya proses (continues process). Karena koordinasi adalah pekerjaan

pimpinan yang bersifat berkesinambungan dan harus dikembangkan sehingga

tujuan dapat tercapai dengan baik.

c. Pengaturan secara teratur usaha kelompok. Oleh karena koordinasi adalah

konsep yang ditetapkan di dalam kelompok, bukan terhadap usaha individu,

maka sejumlah individu yang bekerjasama, di mana dengan koordinasi

menghasilkan suatu usaha kelompok yang sangat penting untuk mencapai

efisiensi dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Adanya tumpang tindih,

kekaburan dalam tugas-tugas pekerjaan merupakan pertanda kurang

sempurnanya koordinasi.

d. Konsep kesatuan tindakan. Hal ini adalah merupakan inti dari koordinasi.

Kesatuan usaha, berarti bahwa harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha

tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam

mencapai hasil.
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e. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama, kesatuan dari usaha meminta suatu

pengertian kepada semua individu, agar ikut serta melaksanakan tujuan

sebagai kelompok di mana mereka bekerja.

f. Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama. Hal ini disebabkan karena

kerjasama merupakan syarat mutlak terselenggaranya koordinasi dengan

sebaik-baiknya.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa koordinasi memiliki ciri, yaitu

suatu proses dalam melakukan kerjasama yang merupakan konsep kesatuan

tindakan yang dilakukan secara teratur dan tanggung jawab terletak pada

pimpinan.

3. Tujuan dan Manfaat Koordinasi

Tujuan Koordinasi menurut Ndraha (2011:295), yaitu :

a. Menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi setinggi mungkin melalui

sinkronisasi, penyerasian, kebersamaan, dan kesinambungan, antar berbagai

dependen suatu organisasi.

b. Mencegah konflik dan menciptakan efisiensi setinggi-tinginya setiap kegiatan

interdependen yang berbeda-beda melalui kesepakatan-kesepakatan yang

mengikat semua pihak yang bersangkutan.

c. Menciptakan dan memelihara iklim dan sikap saling responsif-antisipatif di

kalangan unit kerja interdependen dan independen yang berbeda-beda, agar

keberhasilan unit kerja yang satu tidak rusak oleh keberhasilan unit kerja

yang lain, melalui jaringan informasi dan komunikasi efektif.
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Organisasi yang melakukan koordinasi akan mendapatkan manfaat (Sutarto,

2002:146-147), yaitu:

a. Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan lepas satu sama lain antara

satuan-satuan organisasi atau antara para pejabat yang ada dalam organisasi.

b. Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan atau suatu pendapat bahwa

suatu organisasinya atau jabatannya merupakan yang paling penting.

c. Dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan timbulnya pertentangan

antar satuan organisasi atau antar pejabat.

d. Dengan koordinasi dapat dihindarkan timbulnya rebutan fasilitas.

e. Dengan koordinasi dapat dihindarkan terjadinya peristiwa waktu menunggu

yang memakan waktu lama.

f. Dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan terjadi kekembaran

pengerjaan terhadap suatu aktivitas oleh satuan-satuan organisasi atau

kekembaran pengerjaan terhadap tugas oleh para pejabat.

g. Dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya kekosongan

pengerjaan terhadap tugas oleh para pejabat.

h. Dengan koordinasi dapat ditumbuhkan kesadaran di antara para pejabat untuk

saling  bantu sama lain terutama di antara para pejabat yang ada dalam satuan

organisasi yang sama.

i. Dengan koordinasi dapat ditumbuhkan kesadaran di antara pejabat untuk

saling memberitahu masalah yang dihadapi bersama sehingga dapat

dihindarkan kemungkinan terjadinya kebaikan bagi dirinya, keselamatan bagi

dirinya atas kerugian atau kejatuhan sesama pejabat lainnya.
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j. Dengan koordinasi dapat dijamin adanya kesatuan kebijaksanaan antar

pejabat.

k. Dengan koordinasi dapat dijamin adanya kesatuan langkah antar para pejabat.

l. Dengan koordinasi dapat dijamin adanya kesatuan tindakan antar para

pejabat.

4. Pentingnya Koordinasi

Pentingnya kordinasi dalam mencapai efektivitas tujuan organisasi menurut

Hardjito (1997: 48-49) digambarkan seperti:

Bagan 2.2 Koordinasi

Sumber: Hardjito (1997:49)

Agar langkah-langkah kegiatan yang terkoordinasi dapat terwujud perlu disusun

Tim Koordinasi yang mencerminkan keterpaduan unit-unit terkait maupun

instansi-instansi terkait yang terlihat dalam kegiatan tersebut. Disamping itu akan

kelihatan peran-peran masing-masing anggota tim termasuk tanggung jawabnya

sehingga akan tampak dengan jelas siapa yang bertanggung jawab dalam masing-

masing langkah kegiatan, dan terjabar pula jadwal pertemuan koordinasi.

Tujuan Organisasi

Koordinasi

Unit Organisasi



32

Handayaningrat (1985:93) mengatakan koordinasi dianggap penting karena:

a. Koordinasi yang baik akan mempunyai efek adanya efisiensi terhadap

organisasi itu. Karena itu maka koordinasi memberikan sumbangan

(kontribusi) guna tercapainya efisiensi terhadap usaha-usaha yang lebih

khusus, sebab kegiatan-kegiatan organisasi itu adalah dilakukan secara

spesialisasi (khusus). Bila tidak akan terjadi pemborosan yaitu pemborosan

uang, tenaga dan alat-alat (waste of money , waste of man power, waste of

materials).

b. Koordinasi mempunyai efek terhadap moral daripada organisasi itu, terutama

yang berhubungan dengan peran kepemimpinan (leadership). Kalau

kepemimpinannya kurang baik, maka ia kurang melakukan koordinasi yang

baik. Oleh karena itu, koordinasi menentukan atau mempengaruhi terhadap

keberhasilan daripada kepemimpinan. Misalnya, kalau suatu organisasi tidak

terkoordinasi, keputusan itu selalu tertunda-tunda (delay), tidak tepat, atau

terjadi kesalahan-kesalahan (errors are made).

c. Koordinasi mempunyai efek tehadap perkembangan daripada personal

didalam organisasi itu. Artinya bahwa unsur pengendalian personal dalam

koordinasi itu harus selalu ada. Orang tidak selalu dibebaskan begitu saja,

tetapi harus dikendalikan oleh karena itu, personal harus diperhatikan

pekerjaannya dan akan merasa senang bila mendapat penghargaan dari hasil

dari kerjanya, sebab kalau terjadi suatu kekeliruan biasanya yang selalu

disalahkan ialah bawahannya, padahal seharusnya adalah tanggung jawab

dari pimpinan, yang antara lain kurang mengadakan koordinasi. Dikatakan
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oleh Mc. Farlland: ”koordinasi adalah merupakan pekerjaan yang berdasrkan

atas pengalaman, dan juga dapat dilakukan dengan cara latihan (training)”.

5. Mekanisme Koordinasi

Menurut Usman (2013: 493-495) untuk mencapai koordinasi yang efektif harus

menggunakan beberapa pendekatan dan teknik tertentu. Komunikasi adalah kunci

koordinasi yang efektif. Koordinasi secara langsung tergantung pada perolehan,

penyebaran dan pemrosesan informasi. Semakin besar ketidakpastian tugas yang

dikoordinasi, semakin membutuhkan informasi. Pada dasarnya koordinasi

merupakan pemrosesan informasi. Terdapat tiga pendekatan untuk pencapaian

koordinasi yang efektif dan efisien, yaitu:

a. Menggunakan Teknik Manajenen yang Asasi

Masalah-masalah koordinasi yang sederhana sering dipecahkan melalui

penggunaan mekanisme manajerial yang asasi untuk mencapai

pengkoordinasian. Mekanisme koordinasi yang singkat diuraikan sebagai

berikut: (1) Hierarki manajerial. Rangkaian komando organisasi menguraikan

hubungan-hubungan diantara individu-individu dan unit-unit yang diawasi.

Dengan cara demikian akan membantu arus informasi dan pekerjaan diantara

unit-unit. (2) Peraturan dan prosedur. Peraturan dan prosedur suatu organisasi

dibuat untuk menangani kejadian-kejadian sehari-hari sebelum hal-hal

tersebut terjadi. (3) Rencana dan tujuan. Rencana dan tujuan mencapai

koordinasi harus menjamin bahwa individu atau unit-unit mengarahkan dan

menggerakkan upaya-upayanya ke arah sasaran yang luas dan sama.
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b. Meningkatkan kesanggupan koordinasi

Jika unit lebih banyak dan lebih saling bergantung, maka diperlukan lebih

banyak informasi bagi koordinasi untuk mencapai tujuannya. Dengan

demikian, kesanggupan berkoordinasi juga harus ditingkatkan baik dengan

sistem vertikal maupun horizontal.

c. Mengurangi kebutuhan berkoordinasi

Cara mengurangi kebutuhan akan berkoordinasi antara lain (1) menciptakan

sumber-sumber tambahan, yaitu memberikan fasilitas kepada individu-

individu atau unit-unit dalam memenuhi kebutuhannya  dan (2) menciptakan

unit-unit bebas, ialah memberikan kebebasan kepada individu atau unit-unit

untuk berkreasi sehingga tidak perlu lagi berkoordinasi.

Wursanto (2003:254) mengatakan bahwa koordinasi dapat dijalankan dengan

berbagai cara, yaitu:

a. Dengan memanfaatkan saluran/media komunikasi, misalnya:

1) Media elektronik, misalnya interpon, telepon, telek, undangan, faksimil,

dan lain sebagainya, apabila jaraknya saling berjauhan.

2) Media cetak/tertulis, misalnya surat edara, memo atau nota dalam, buku

pedoman organisasi, buku pedoman tatakerja, buku pedoman peraturan.

3) Media tatap muka, yaitu degan mengadakan pertemuan-pertemuan, baik

pertemuan formal maupun pertemuan informal. Pertemuan formal

misalnya dengan mengadakan rapat kerja, rapat pimpinan, rapat dinas,

rapat koordinasi, konferensi. Sedang rapat informal, misalnya

pertemuan pada waktu istirahat atau makan bersama, sedang naik
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kendaraan bersama baik pada waktu mau berangkat maupun pada

waktu pulang, silahturahmi, dsb.

b. Dengan mengangkat koordinator.

c. Membuat symbol, tanda-tanda, atau kode-kode tertentu, misalnya dengan

menggunakan bel atau sirine, gong, kentongan, sinar, ucapan dengan

jawaban tertentu.

d. Dengan aba-aba tertentu.

e. Dengan menyanyi bersama.

Sedangkan menurut Sutarto (2002:152-158), caranya antara lain:

a. Mengadakan pertemuan informal antara para pejabat.

b. Mengadakan pertemuan formal antara para pejabat yang biasanya dinamakan

rapat.

c. Membuat edaran berantai kepada para pejabat yang diperlukan.

d. Membuat penyebaran kartu kepada para pejabat yang diperlukan.

e. Mengangkat koordinator.

f. Membuat buku pedoman organisasi, buku pedoman tatakerja, dan buku

pedoman kumpulan peraturan.

g. Berhubungan melalui alat perhubungan.

h. Membuat tanda-tanda.

i. Membuat simbol.

j. Membuat kode.

k. Menyanyi bersama.
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Sehingga agar koordinasi dapat berjalan efektif, perlu diperhatikan pula

mekanisme dan tekniknya karena komunikasi merupakan kunci koordinasi yang

efektif.

6. Tipe-Tipe Koordinasi

Menurut arahnya koordinasi dibedakan menjadi dua macam (Soekarno dalam

Wursanto, 2003:251-252), yaitu:

a. Koordinasi vertikal, adalah tindakan atau kegiatan penyatuan/pengarahan

yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan-kegiatan unit-unit/satuan-

satuan kerja yang langsung ada dibawah wewenang dan tanggung jawabnya.

b. Koordinasi horizontal, dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Koordinasi interdisciplinary, adalah suatu koordinasi dalam rangka

mengarahkan/menyatukan tindakan untuk mewujudkan disiplin antara

unit yang satu dengan unit yang lain, baik secara internal maupun

secara eksternal pada unit-unit yang mempunyai tugas yang sama.

2) Koordinasi interrelated, adalah koordinasi antar badan,

instansi/lembaga yang fungsinya satu sama lain saling bergantung atau

mempunyai kaitan secara internal maupun eksternal.

Pada penelitian ini, jika dilihat dari arahnya, koordinasi yang dijalankan antar

instansi ini termasuk daam koordinasi interrelated karena instansi tersebut

memiliki fungsi yang sama dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Ndraha (2011:295-296) menyebutkan bentuk koordinasi jika dilihat dari sudut

pandang manajemen, yaitu:
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a. Koordinasi waktu. Koordinasi waktu atau sinkronisasi merupakan proses

untuk menentukan, mana kegiatan yang dapat berjalan serentak dan mana

yang harus berurutan; jika berurutan, bagaimana urutannya. Koordinasi ini

dilakukan terhadap kegiatan antar unit kerja yang berhubungan dependen,

kausal, dan sebangsanya.

b. Koordinasi ruang. Koordinasi ruang dapat disebut juga koordinasi wilayah.

Koordinasi ini ditempuh jika suatu kegiatan melalui berbagai kerja daerah.

c. Koordinasi interinstitusional, yaitu koordinasi antar berbagai unit kerja yang

berkepentingan atas suatu projek serba guna atau produk bersama tertentu.

d. Koordinasi fungsional, yaitu koordinasi yang dilakukan oleh unit kerja yang

satu terhadap unit kerja yang lain yang kegiatannya secara objektif

berhubungan fungsional.

e. Koordinasi struktural, yaitu koordinasi antar unit kerja yang berada di bawah

struktur tertentu, tanpa melalui superordinasi. Koordinasi seperti ini murni

kehendak berkoordinasi unit kerja yang satu dengan unit kerja yang lain

secara sukarela.

f. Koordinasi perencanaan, oleh James G. march dan Herbert A. simon (1958)

disebut coordination by plan, guna mengantisipasi terjadinya gejala

kehancuran keberhasilan unit kerja yang satu oleh keberhasilan unit kerja

yang lain. Koordinasi ini berlangsung antar unit kerja yang berhubungan

interpenden dan independen.

g. Koordinasi masukan-balik, oleh March dan Simon disebut coordination by

feedback, yaitu koordinasi hasil kontrol terhadap sistem kegiatan unit kerja,

agar dapat dilakukan adjustmrnt, improvement, koreksi, dsb.



38

7. Karakteristik Koordinasi yang Efektif

Usman (2013: 497) mengatakan hal yang mempengaruhi koordinasi yang efektif

antara lain:

a. Tujuan berkoordinasi tercapai dengan memuaskan semua pihak terkait.

b. koordinator sangat proaktif dan stakeholders kooperatif.

c. Tidak ada yang mementingkan diri sendiri atau kelompoknya (egosektoral).

d. Tidak terjadi tumpang tindih tugas.

e. Komitmen semua pihak tinggi.

f. Informasi keputusan mengalir cepat ke semua pihak yang ada dalam sistem

jaringan koordinasi.

g. Tidak merugikan pihak-pihak yang berkoordinasi.

h. Pelaksanaan tepat waktu.

i. Semua masalah terpecahkan.

j. Tersedianya laporan tertulis yang lengkap dan rinci oleh masing-masing

stakeholders.

8. Masalah- Masalah dalam Koordinasi

Kurangnya koordinasi dalam suatu organisasi akan terlihat dari gejala-gejala

berikut (Sutarto, 2002:146).

a. Petugas atau satuan-satuan organisasi bertengkar menuntut suatu bidang kerja

atau wewenang yang masing-masing menganggap termasuk dalam

lingkungan tugasnya. Dalam hal ini sering lalu terjadi kekembaran dalam

pelaksanaan suatu pekerjaan yang memboroskan tenaga, waktu, dan material.
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b. Petugas-petugas atau satuan-satuan organisasi saling melemparkan sesuatu

tanggung jawab kepada pihak lain karena masing-masing merasa bahwa

sesuatu pekerjaan tidak termasuk dalam ruang lingkup tugasnya.

Pengingkaran tanggung jawab biasanya mengakibatkan adanya kekosongan

tindakan yang semestinya dijalankan.

c. Pencapaian tujuan organisasi tidak berjalan secara lancar karena suasana

organisasi terasa serba kacau, para petugas nampak serta ragu dan

pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan, ternyata serba salah saling berbenturan

atau bahkan hasil pekerjaan yang satu sering-sering dihapuskan oleh

pekerjaan yang lain tanpa disadari.

Berdasarkan uraian tersebut, diharapkan permasalahan koordinasi dapat

diselesaikan dengan sebaik-baiknya dan dapat dihindarkan kemungkinan

timbulnya masalah-masalah, yang apabila tidak dipecahkan akan mengakibatkan

berbagai hal yang tidak diinginkan seperti tidak efisien, tumpang tindih,

kekaburan, pemborosan, dan sejenisnya.

9. Indikator Koordinasi

Dengan memandang koordinasi melalui proses manajemen menurut Ndraha

(2011:289), koordinasi dapat diukur melalui indikator :

a. Informasi, komunikasi, dan teknologi informasi.

b. Kesadaran pentingnya koordinasi; berkoordinasi; koordinasi built-in di dalam

setiap job atau task.
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c. Kompetensi partisipan, kalender pemerintahan. Peserta forum koordinasi

harus pejabat yang berkompeten mengambil keputusan. Untuk menjamin

kehadiran pejabat yang demikian, harus ditetapkan kalender pemerintahan

(koordinasi) yang ditaati sepenuhnya dari atas ke bawah.

d. Kesepakatan dan komitmen. Kesepakatan dan komitmen harus digandakan

(diprogramkan) oleh setiap pihak secara institusional (formal).

e. Penetapan kesepakatan oleh setiap pihak yang berkoordinasi.

f. Insentif koordinasi, yaitu sanksi pihak yang ingkar atau tidak menaati

kesepakatan bersama. Sanksi itu datang dari pihak atasan yang terkait.

g. Feedback sebagai masukan-balik kedalam proses koordinasi selanjutnya.

Ketujuh indikator tersebut yang akan digunakan untuk melihat seperti apa

koordinasi yang berjalan selama ini antara Polresta Bandar Lampung, Dinas

Perhubungan (Dishub) Kota Bandar Lampung, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota

Bandar Lampung, dan Badan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota

Bandar Lampung dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota

Bandar Lampung. Koordinasi antara keempat instansi pemerintah tersebut dapat

dikatakan efektif apabila memenuhi tujuh indikator koordinasi yang diantaranya

adalah adanya komunikasi. Komunikasi adalah pendekatan utama dalam

koordinasi, karena dalam pengaturan ruang dan waktu yang memperlancar

pencapaian tujuan organisasi adalah hubungan antar individu ataupun instansi.
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D. Kerangka Pikir

Pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk yang besar menyebabkan

meningkatnya berbagai aktivitas pemenuhan kebutuhan, salah satunya adalah

penyediaan sistem transportasi yang efektif dan efisien. Namun, walaupun

sekarang ini transportasi semakin maju, tidak menutup kemungkinan bahwa

transportasi juga membawa hal negatif. Salah satu masalah yang dihadapi karena

majunya transportasi adalah kemacetan lalu lintas kendaraan bermotor yang

merupakan akibat dari tidak sebandingnya pertambahan jumlah kendaraan

bermotor yang sangat tinggi terhadap pembangunan jalan baru. Kemacetan

banyak terjadi di kota-kota besar, terutama yang tidak mempunyai transportasi

publik yang baik atau memadai ataupun juga tidak seimbangnya kebutuhan jalan

dengan kepadatan penduduk, seperti di Bandar Lampung yang sering terjadi

kemacetan ketika jam-jam sibuk. Namun, dengan adanya pertumbuhan jumlah

kendaraan, tidak hanya permasalahan kemacetan yang terjadi, masalah

kecelakaan juga tak bisa dihindari karena makin banyak jumlah kendaraan yang

ada maka kemungkinan terjadi kecelakaan lalu lintas juga akan meningkat.

Upaya pencegahan diperlukan agar angka kecelakaan dan juga kemacetan lalu

lintas di Bandar Lampung bisa berkurang. Dengan adanya masalah lalu lintas

yang dihadapi, berdasarkan payung hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan

Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 40/12/HK/2011 tentang

Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bandar Lampung,

untuk mewujudkan Bandar Lampung yang tertib dan aman serta berkurangnya
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angka kecelakaan lalu lintas dan kemacetan tersebut, diperlukan koordinasi yang

efektif dari para stakeholder. Adapun stakeholder yang terlibat adalah Polresta

Bandar Lampung, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandar Lampung, Badan

Satuan Polisi Pamong Praja  (Satpol PP) Kota Bandar Lampung, dan Dinas

Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandar Lampung .

Penulis memakai teori dari Ndraha bahwa ada tujuh indikator koordinasi yang

baik. Di dalam sebuah koordinasi, diperlukan terciptanya komunikasi yang baik

dari masing-masing pihak. Selain itu, setiap masing-masih pihak terkait wajib

memahami pentingnya dari sebuah koordinasi agar dapat bertanggung jawab

dalam menjalankan tugasnya. Indikator selanjutnya adalah dilihat dari partisipan

yang melakukan koordinasi, bahwa memang pejabat yang berwenang diperlukan

didalamnya agar dapat mengawasi jalannya koordinasi. Sebelum melakukan

koordinasi, diperlukan adanya kesepakatan dan komitmen agar manusia yang

berkoordinasi tidak melalaikan tugasnya dan bisa diberikan sanksi jika tidak

menjalankan tugasnya. Dan yang terakhir, apabila koordinasi sudah berjalan maka

perlu dilihat ada atau tidaknya feedback (umpan balik) dari objek maupun subjek

koordinasi tersebut, oleh sebab itu diperlukan perencanaan selanjutnya jika

masalah dalam koordinasi tidak terpecahkan
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Bagan 2.3 Kerangka Pikir

Sumber: Diolah oleh peneliti

Instansi Pemerintah

Polresta Bandar Lampung

Dishub Kota Bandar Lampung

Badan Satpol PP Kota Bandar
Lampung

Dinas PU Kota Bandar Lampung

Indikator koordinasi yang efektif (Ndraha, 2011) :
1. Informasi, komunikasi, dan teknologi

komunikasi
2. Kesadaran pentingnya koordinasi
3. Kompetensi partisipan
4. Kesepakatan dan komitmen
5. Penetapan kesepakatan
6. Insentif koordinasi
7. Feedback

Tingginya kemacetan lalu
lintas yang terjadi di Bandar

Lampung

Tingginya angka kecelakaan
lalu lintas di Bandar

Lampung

Koordinasi berjalan efektif
dan tercipta ketertiban dan

kenyamanan lalu lintas

Koordinasi

UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan

Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor
40/12/HK/2011 tentang Pembentukan Forum
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bandar

Lampung

Hambatan


